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Abstrak 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa layanan publik merupakan kegiatan 

yang berhubungan dengan pemenuhan keperluan akan suatu layanan yang sesuai pada peraturan undang-

undang yang mengatur tentang kebutuhan akan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah 

dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dispendukcapil merupakan dinas yang mengurus 

pelaksanaan otonom daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Di Indonesia, keterlambatan 

dan pengabaian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh ASN semakin sering terjadi, sehingga 

dampaknya langsung terasa di masyarakat dalam hal pelayanan administrasi. Fenomena ini juga 

ditemukan di salah satu dinas di Kota Malang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang. Dalam hal ini pelaksanaan pengurusan kartu identitas anak di Dispendukcapil Kota Malang 

masih mengalami beberapa hambatan dan permasalahan. Dalam hal tersebut yaitu adanya pelayanan yang 

kurang maksimal yang diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

kepada masyarakat (Fadil dkk, 2020). Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Dispendukcapil Kota Malang sangat jelas adanya dengan dilihat 

dengan ke 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni Tangibel (berwujud), Reabality 

(kehandalan), Responsivenes (daya tanggap), Assurance(asuransi), Empati. 

 

Kata kunci : Kartu identitas anak, Kualitas layanan, Dispendukcapil Kota Malang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pelayanan publik yang diberi oleh negara yang ditanggapi oleh masyarakat banyak 

mendapat tanggapan negatif. Merujuk pada pelayanan publik yang sangat kompleks dan 

permasalahannya dapat berubah dari pemberi layanan menjadi penerima layanan hingga 

kegagalan (Roziqin, 2020). Dalam mewujudkan pemenuhan hak sebagai warga masyarakat, 

pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yakni dengan tujuan memberikan 

hak seseorang dalam bernegara. Pelayanan publik juga menjadi hal yang sangat penting, dimana 

harus diutamakan oleh pemerintah dan tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan adanya 

pelayanan  kurang baik yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Dalam hal ini juga 

pemerintah haruslah mampu memberi pelayanan yang maksimal pada para penduduk maupun 

masyarakat, agar tercapainya pelayanan yang prima yang dirasakan langsung oleh setiap 

masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas layanan adalah salah satu hal utama di 

mana hal itu terjadi (Sriani, Sasmito 2018:49). 

 Menurut UU No 25 Tahun 2009 menjelaskan sebagai upaya teruntuk meningkatkannya 

kualitas serta juga menjamin penyediaan dari layanan publik yang disesuaikan pada asas-asas 

umum pemerintah serta juga korporasi yang baik dan juga teruntuk memberikan perlindungan 

untuk tiap-tiap dari warga negara maupun penduduk dari adanya penyalahgunaan terhadap 

wewenang di dalam penyelenggaran pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik 

pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik pada para penduduk. Dengan adanya 

pelayanan yang baik maka daripada itu para penduduk juga akan merasa sangat puas serta juga 

merasa di perhatikan juga oleh pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik merupakan seluruh 
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aktivitas pelayanan yang dilaksanakannya oleh pihak dari penyelenggara pelayanan publik 

sebagai suatu pengupayaan dalam pemenuhan terkait dengan kebutuhan dari penerima layanan, 

ataupun dalam rangka pelaksanaan terhadap ketentuannya peraturan, (Kepmenpan No.63 Tahun 

2003).     

Perkembangan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu juga menuntut perkembangan ke 

berbagai macam perihal yang berhubungannya pada pemenuhan kebutuhan, (Abd.Rohman 

2018:5). Pada tanggal 14 Januari tahun 2016, dikeluarkan Perpres Nomor 2 Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) mengenai kartu identitas anak yang diperuntukan bagi anak-anak di bawah 

umur  17 tahun. Dalam proses pelayanan pembuatan KIA (kartu identitas anak) tidak adanya 

pungut biaya apapun dari masyarakat atau pelayanan diberikan secara gratis untuk setiap 

masyarakat. Keterlambatan dan pengabaian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

ASN semakin sering terjadi, sehingga dampaknya langsung terasa di masyarakat dalam hal 

pelayanan administrasi. Fenomena ini juga sering kali terjadinya di Dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil Kota Malang. Dengan adanya hal tersebut masyarakat merasakan dampak dari 

permasalahan tersebut seperti adanya keterlambatan dalam pengurusan kependudukan dan 

pendaftaran penduduk. 

 Dalam hal ini pelaksanaan pembuatan KIA di Dispendukcapil Kota Malang masih 

mengalami beberapa hambatan dan permasalahan. Dalam hal tersebut yaitu adanya pelayanan 

yang kurang maksimal yang diberikan pihak Dispendukcapil Kota Malang kepada penduduk 

(Fadil dkk, 2020). Dalam hal ini mengenai target waktu yang ditentukan sebelumnya tidak sesuai 

pada apa yang diterima oleh para penduduk maupun masyarakat, yang dimana untuk pelayanan 

yang diberikan sering kali mengalami keterlambatan. Awalnya pelayanan dibuka sesuai jam 

kerja dinas 08.00 pagi tapi mengalami keterlambatan. Dalam hal ini juga untuk mengajukan 
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pembuatan KIA melalui website ketika masyarakat mengisi link di website tersebut seringkali 

masyarakat tersebut mengalami kesulitan pada saat proses pengisian. Adapun juga nomor kontak 

untuk menghubungi Dispendukcapil Kota Malang sulit untuk direspon oleh petugas, ketika 

masyarakat ingin mengurus via online. Dengan demikian masyarakat masih tidak puas akan 

pelayanan yang diberikan Dispendukcapil Kota Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yakni : 

1.2.1 Bagaimana Kualitas layanan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Dispendukcapil Kota 

Malang ? 

1.2.2 Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kualitas pelayanan 

pembuatan KIA di Dispendukcapil Kota Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan pembuatan KIA di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang. 

1.3.2    Untuk mengetahui yang menjadi faktor yang mendukung maupun penghambat dalam 

Kualitas Pelayanan Pembuatan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang di lakukan ini yakni  : 
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1.4.1  Manfaat Akademis  

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi 

publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi 

kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk 

memberikan gambaran mengenai pelayanan publik . 

1.4.2  Manfaat Praktis  

Sebagai sumbangan ilmu kepada pembaca yang ingin belajar dan mengetahui serta ingin 

memahami tentang KIA Pada Dispendukcapil Kota Malang. 
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